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ABSTRAK

Firly Febriyana. NIM. 2108206005, “PROBLEMATIKA KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENANGANI PHPU NOMOR
1/PHPU.PRES-XXI1/2024”, 2025.

Pemilihan umum merupakan sarana penting bagi rakyat Indonesia sebagai
negara demokrasi untuk mengekspresikan suara dalam memilih pemimpin. Pada
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, terdapat gugatan yang
diajukan oleh pasangan calon nomor 01 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin
Iskandar ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum terkait
keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Dalam
praktiknya, ditemukan beberapa problematika kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam menangani Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui problematika kewenangan
Mahkamah Konstitusi dalam menangani perselisihan hasil pemilihan umum Nomor
1/PHPU.PRES-XXI1/2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis
normatif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini terdiri dari bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data
pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa kebenaran
informasi dari berbagai sumber. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan
melalui tiga tahap yaitu reduksi, penyajian, dan penyimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam menangani perselisinan hasil pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden tahun 2024 ditemukan adanya beberapa masalah, seperti
keterbatasan waktu penanganan, kewenangan yang terbatas, serta keterbatasan
sumber hukum yang dapat digunakan oleh hakim. Meskipun Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan final, namun putusan yang dihasilkan masih perlu
ditingkatkan kualitasnya. Penelitian ini merekomendasikan adanya perpanjangan
waktu penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum, perluasan kewenangan
Mahkamah Konstitusi dan kerja sama lembaga pemerintahan serta regulasi yang
memadai. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat
kebijakan dalam rangka memperbaiki sistem hukum pemilihan umum di Indonesia.

Kata Kunci: Problematika, Kewenangan, Mahkamah Konstitusi, Perselisihan
Hasil Pemilihan Umum.



ABSTRACT

Firly Febriyana. NIM. 2108206005, “PROBLEMATICS OF THE AUTHORITY OF
THE CONSTITUTIONAL COURT IN HANDLING PHPU NUMBER
1/PHPU.PRES-XXI1/2024", 2025.

General elections are an important means for the people of Indonesia as a
democratic country to express their voices in choosing leaders. In the 2024
Presidential and Vice Presidential elections, there was a lawsuit filed by candidate
pair number 01, namely Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, to the
Constitutional Court to test the authority of the Constitutional Court in resolving
disputes over the results of the general election related to the decision of the
General Election Commission Number 360 of 2024 concerning the Determination
of the Results of the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections. In practice,
several problems were found regarding the authority of the Constitutional Court in
handling the General Election Results Dispute.

This study aims to determine the problematic authority of the Constitutional
Court in handling disputes over the results of the general election Number
1/PHPU.PRES-XXI1/2024. This study uses a normative legal research type with a
qualitative approach. The data sources for this study consist of primary legal
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data collection
in this study uses triangulation techniques to check the accuracy of information
from various sources. Data analysis in this study was carried out through three
stages, namely reduction, presentation, and conclusion.

The results of this study indicate that the authority of the Constitutional Court
in handling disputes over the results of the 2024 Presidential and Vice Presidential
elections has several problems, such as limited handling time, limited authority,
and limited legal sources that can be used by judges. Although the Constitutional
Court has final authority, the resulting decisions still need to be improved in quality.
This study recommends an extension of the time for resolving disputes over the
results of the general election, expansion of the authority of the Constitutional
Court and cooperation between government institutions and adequate regulations.
The results of this study are expected to be input for policy makers in order to
improve the legal system for general elections in Indonesia.

Keywords: Problems, Authority, Constitutional Court, General Election Results
Dispute.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan
huruf latin:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
; Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
()
- Sa § es (dengan titik di atas)
Jim J Je
cC
Ha h ha (dengan titik di
C bawah)
. Kha Kh ka dan ha
@
5 Dal D De
3 Zal Z Zet (dengan titik di atas)
Ra r Er
)

XVi




XVii

5 Zai z Zet
P Sin S Es
P Syin sy es dan ye
o Sad $ es (dengan titik di bawah)
) Dad d de (dengan titik di
oz bawah)
5 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di
bawah)
¢ "ain koma terbalik (di atas)
. Gain g ge
C
s Fa f ef
3 Qaf q Ki
5| Kaf Kk ka
J Lam I el
- Mim m em
3 Nun n en
, Wau w We
A Ha H Ha
. Hamzah ¢ apostrof
& Ya y Ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A A
. Kasrah I I
2 Dammah U U

transliterasinya sebagai berikut:

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
d Fathah dan ya Al adanu
- ”) Fathah dan wau Au adanu

Contoh:

J kataba

Jxe fa'ala

J.}; suila

uuf kaifa

Jy— haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya
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& Kasrah dan ya I i dan garis di atas

/’;j Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

JU qala

Ls») rama

J—e qila

ij; yaqulu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup, Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,

kasrah, dan dammabh, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati, Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

JGbY1 23,  raudah al-atfal/raudahtul atfal

Ao@ 20

55l iyiedl al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

°c~- o~

i=b

2o -

talhah

E. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
Jy

gl

’

nazzala

al-birr
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F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
d), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan dengan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

J>= ) ar-rajulu

20

o2 al-galamu
2 o
il asy-syamsu

U551 al-jalalu

G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

22 gor
=G ta’khuzu
LS
(e Syal’un

2o @

¢ sl an-nau’u

ol inna

-

H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
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dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
JJ 5300 e - }-@-9 A :>\ Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurraziqin
Bl oy Wl s & A M Bismillahi majreha wa mursaha
I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa
yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

W) ) & ) Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/

Alhamdu lillahi rabbil *alamin
(""':M m—*u)‘ Ar-rahmanir rahtm/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:
do oo do S A
Pl g Allaahu gafiirun rahim
\.wv- J;A!\ 4JJ Lillahi al-amru jam1 an/Lillahil-amru jamT an
J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.



